Menimbang

Mengingat

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 562 TAHUN 2018

TENTANG

STATUS JEMBATAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, perlu menetapan
Keputusan Bupati tentang Status Jembatan Desa di Kabupaten
Bantul;

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005
tentang Leger Jalan;



10.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
CMERINTAHAN

ASISTEN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012
tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun
2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS JEMBATAN DESA DI
KABUPATEN BANTUL.

Status Jembatan Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Desember 2018

L-b-Kepata Bagian Hukum

o0
SUPARMKN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007 ttd

oo BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

Ketua DPRD Kab. Bantul;

Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.



